
Menteri Perencrnarn Pembangunan Nasional/

Kepala Brdrn Perencanaan Pembangunan Nrsional

SAUNAN

ICPTITUSAN MENTXRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

NOMOR KXP. 744 / M.PPN / HK/ 08/ 201 5

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STATEGIS

K.{IIAN PIA,IBANGUNAN POLMK DI PUSAT-PUSAT PERTUMBTJ'HAN BARU

MENITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
IGPAI"A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

bahwa dalanl raflska nlcngetahui keterk4itah pembanSunan

politik pada aspek-aspek demokrasi denBan kesejahteraan di
daetah-daeEh pusat pertumbuhan baru di Indcnesia, dan untuk
mengetahui pernusalahan dan kendala pembangunan politik di
pusat-prsat pertuhlbuhan baru, serta mengkaji potetlsi-potensi

yarg pefiu dikembangkal lebih jauh bagi pembanSunan

demolsasi di pusat-pusat pe(umbuhan balu sehinSSa dapat

menjadi lokomotif demokratisasi legiohal, nuka perlu untuk

melakukan Kajian Penlballgulran Politik di Pusat-Pusat

Pertumbuhan Baru;

Meflgingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainlana dilnaksLd dalan
huruf a. perltr nrembentuk Trm Praknlsa Str'.rlegls Kljian

Peftbangu[al1 Politik di Pusat-t'usat Pertumbuhan Balul

c. bahwa pejabat den peSawai yang namanya tercantum dalam

I-aftpiran Keputusan iri dial1sSap mampu dan memenuhi

persyarat4 urtuk duduk dan rnelakanakan tugas seba8ai

anggoh'fi1n Ptak4r'sa strategis Ikjian Pembangunan Politik di
Pusat-Pusat Pertuntbuhan Baru;

1. Undan8-Undan8 N'omor 27 Tahun 2014 tentang AnSSaran

Pendapatan d3n ttelanJa NeEara Tahun ArrSSaran 2015
(Lembarall l.*cgara Republik ]ndoflesia Tahun 2014 Notllor 259,

Tarlllraliafl lcmb;lran Negat a Republik Indonesia Nomor 5593),

sebagairrana teish diubah denSan UndanS Undaflg Nomor 3

Tahu:1 2015 (l.elrll'amrl Negara Republik lndonesia Tahun 20ts
Nomoi 44, Talnbahan Lembaran I'legara Republik Indonesia

Nonror 5669)i

2. Peratota'r -..

Menimbang : a.
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Menetapkan

PERTfu\4A

KEDTIA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tent^n8 T^t^ Cara

Pelaksanaan AnSSaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nonor 7 Tahn:n 2015 tentanS OrSanisasi

Kemente an NeSara;

4. Peraturah Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian
Perencanaan Pembangunsn Nasional;

5. Peraturah Presiden Noftor 66 Tahun 2015 te\\t4 8 B^dan

Pere[canaan Pembangunan Nasional;

6. Perafuran Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan Nasional

Nomor PER. 005/M.PPN/ 10,/2007 tentang OrSanisasi dan Tata

Kerja Kemente an NeSara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Petthcanaafl Pembangunan Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pemban8unan Nasional/Kepala

Baalan Perenca[aall Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun

20l4i

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembanSunan

Nasional/Kepala Bada:f. Petelnca[aan PembanSunan Nasiolul

Nomor 1 'fahna 2OlZ tentang Pedoman Perencanaan,

Pelakanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan

Ar*garan;

MXMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MXNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASTONAL/KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEtr/IBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKABSA STRATEGIS

KAIAN PEMBANGUNAN POLITIK DI PUSAT-ruSAT PERTUMBUHAN

BARU.

: Membentuk Tim Prakarsa StrateSis Kajian Pembangundn Politik di

Pusat-Pusat Pefiumbuhan Baru untuk selanjutnya disebut Tift
Prakarsa Strategis, dengalr susunan keanSsotaan sebagaimana

ler(antum dalam Lampiran Kepulusan ifli.

: Tim Prakarsa Strategis terdiri atas PenanSSunS Jawab, Tim Peny.rsun

Rekomendasi Kebijakan (TPRK), focus Discussion Groap (FGD\ dLr

Tenaga PendukunS.

: Penanggung Jawab bertugas nlemberikan arahan kebijakan,

me{8av\rasi, membimbing, dan nremantau kernajuan dan memberi

saran pemecahal atas peltEsalahan pelaksaMan keSiatan.

KETIGA

KEEMPAT .
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KEEMPAT

K[LIA,LA

KEINAM

KITUJUH

: Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :

a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim prakarsa

StrateSis;

b. melakukan observasi/kunjungan lapangar ke bekary daeruh
untuk menjaring inforftasi, data, masukan dan rekomendasi bagi
kebijakan pembangunafl politik di pusat-pusat pertumbuhan
barui

c. melakukan pencarian, pengumpularL dan peny-rsunan bahan,
data, dan informasi yanS dibutuhkan, termasuk melakukan studi
kepustakaan da,n wawancata dengan pihak-pihak yaflg terkait
terutama pejabat dan narasumber yang berkaitafl dengan
pembangunan politik di pusat-pusat pertumbnhan batv;

d. melakukan analisis data, bahan dan informasi;

e. men).usun laporan;

f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Peflanggullg

J^wab.

I locus Gtoup Discussio (fGD) bertugas :

a. melalorkan diskusi, untuk rekonsiliaJi data, serta kla fikasi
informasi baik dalard ru]hgka pencariall bahan, d^ta., da:f,

iflforftasi ftaupuh dalan rangka mempertajam hasil kajian
pembanSunan politik di pusat-pusat pertumbuhan baru;

b. melakukan koordinasi dalam rangka kajian pembangunan politik
di pusat-pusal pe11umbuhan baru;

c. melakukan analisis data, bahan dan informasi;

d. melakukan analisis dan menlnrsun laporan.

: TenaSa PerdukunS bertugas :

a. membantu pelakanaan tugas Tim Pen)'usun Rekome[dasi

Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk
perumusan rekomendasi kebljakan;

b. rhelaksanakan tugas kesekreta atan dan tuSas lain yang

ditugaskan oleh Tim Pen)rusun Rekomendasi Kebijakan (TPRIo.

I kgal^ biay^ yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas Tim
Prakarsa strateSis dibebankan pa.da Anqgatan Pendapatall dan

Belanja NeSara Kementedan PPN/BappenaJ Tahu[ tu18garan 2015.

KEDELAPAN
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KEDELAPAN : Keputusan ini berlalor sejak tanggal dilet^pk^ , dan berlaku surut
sejak tanggal I Juni 20 I 5.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 3 I ASustus 20 1 5

MENITRI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAI,,/
KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

fid

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukuln,

/
Emmy



SALINAN
I.A.MPIRAN
KEPUTUSAN Mf,NlERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 144 / M.PPN / HK/ OA / 2O1 5
TANGGAL 31 AGUSTUS 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TtM PRAKARSA STRATEGIS KAJIAN PEMBANGUNAN POLMK
DI PUSAT.PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

A. PXNANGGIJNG JAWAB

Ketua

Anggota

C. FOCUS GROW

DISCUSSION (FCD)

B. 'TIM PEI{YTJST'N REKOMTNDASI KEBUAKAN (PRK)

Deputi Bidang Politik, Hul'um, Perlahanan dan

Keama na n, Kemenlerian PPN/Bappeflas.

Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian
PPN/ Bappenas.

1. Drs. Indrajaya, M.Sc, Keme[teria11 PPN/

Bappenas;

2. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Dewi sri SotijaninSsih, SE, M.Si, Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian

PPN,/ Bappenas;

5. Drs. Robert Santufl HamonanSan, Kementerian

PPN/ Bappenas;

6. Dyah Widiastuti, slP, M.sc, Kemente an

PPN/ Bappenasi

7. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA, Kemente al1

PPN/Bappenas;

8. Nourma Nusanti, S.lkom, Kementerian
PPN/ Bappenas;

9. Dr. Mulyadi. M.si. Universitas Indonesia.

1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian

PPN/ Bappenas;

2. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Direkhrr Pertahanan dan Keamanan,

Kementeriafl PPN/Bappenas;

4. Direktur Analisa Peraturan PerundanS'

undans4n, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur ..
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5. Direktur Perdagangan, Inyestasi dan Kedasama
Ekonomi lnterlasiorul, Kementerian
PPN /Bappenas;

6. Direktur Industri, Iptek, Pariwisata dan
Ekonomi Itueatif, Kementerian PPN/Bappenas;

7. DirekturPensembanganWilayah,Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian
Dalam Negeri;

9. Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri;

10. Asisten Deputi Koordinasi Demok-rasi dan
Kelembagaan, Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Kearnanan;

11. Asisten Deputi Koordillasi Desentralisasi dan
otonomi Daerah, Kementedan Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

12. Asisten Deputi Koordinasi Penanganall Daerah

Rawan Konflik dah Koniuen6i, Kemente an

Koordinator Bidary Politik, Hukum dan
Keamanani

13. Direktur St4tistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat

Statistik

1. I a11i Mercy Mboh sikirit, SlP, Kemente an

PPN/ Bappena.s;

2. Iwan Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Munandar Sulistyo, Kementedan PPN/

Bappenas;

4. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

MXNIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL,

SOTYAN A. DJALIL

Salinan s€suai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

/
Emmv

il",-t
SuparlrlAtuh


